
GTTBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSI\IT GUBERNUR LAMPUNG
NoMoR: c/ 455 lvt.OLltlKlz02l

TENTANG

HASIL E\IALUASI RANCANGAIT PERATT'RAN DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN TENTAITG RENCANA PEMBANGUNAN

JANGI(A MEITEI{GAII DAERAII TAHUN 2O2L -2026

Menimbang

Mengingat

GT'BERI{I'R LAMPT]IIIG,

a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2021-2026, telah dievaluasi sesuai ketentuan Pasal 271
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Ke{a;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas dan dalam
rangka tertib administrasi, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur l,ampung tentang Hasil Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 202l-2026;

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan
Daerali Provinsi Larnpun g;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2074 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2A2O tentang Cipta Keqia;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 20 18 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil
Pemerintah Pusat;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2Ol9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturarl Menteri Dalam Negeri Noftor 80 Tahun 2015 tentaflg
Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluas'i
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana pembangunan .langka
Panjang Daerah dan Rencana pembangunan Jangka Menen[ah
Daerah, Serta Tata Cara perubahan Rencara Fembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja pemerintJ Daerah;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSKAN

IIEPUTUSAN GT'BERI{T'R TENTANG HASIL EVALUASI
RAITCANGAN PERATT'RAIT DAERAH KABI'PATEIT WAY KAITAN
TEITTANG RENCAI{A PEMBANGUTAN JAITGKA MENENGAH
DAI,RAII TAIITff 2O2 I.2026.
Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way
Kanan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum pada l,ampiran
Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

Bupati Way Kanan bersama DPRD Kabupaten Way Kanan segera
melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap
Rancangan Peraturan Daerah tersebut berdasarkan hasil
evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.

Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah
disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan
Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,
setelah mendapatkan nomor register dari Gubernur.

Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga
selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan
Gubernur l,ampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2L]" AE\tgtQ9 2oZL

GUBERNUR LAMPUNG,

ARIITA.L DJUNAIDI

TeEbusart :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakrta;
Cq. Dirjeq Bina Perabangunan Daerah;

2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Rl/Kepala Bappenas di Jakarta;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Way Ka.rta.rl di Bla.mtrangan Umpu.



I

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NoMoR : G/4s5 /Yt.ol / HK/ 2o2r
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 202t - 2026

IIASIL E\IALUASI
RAITCANGAIT PERATT'RAIT DAERAH KABT'PATEIT WAY KAITAIY

TEITTATTG REITCANA PEUBAITGUITAN JAI{GXA MENENGAH DAERATI
TAHUIT 2O2L .2026

TATA ITASI(ATI RAPERI'A

1. Judul diubah menjadi :

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN
2A2r-2026.
(Penulisan judul Rancangan Peraturan Daerah tidak perlu lagi disebutkan
nama kabupaten karena yurisdiksinya sudah jelas ada di wilayah
KAE}UPATEN WAY KANAN).

2. Dlkturi'i Menlnrbang :

a. -...

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2O2O ditetapkan bahwa Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan peraturan
daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah bupati terpilih dilantik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan huruf b, pcrlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 202l-2026;

3. Diktum Mengingat :

a. Angka 3 dan angka 6 frase setelah frase 'Undang-Undang' frase
"Republik Indonesia" dihapus.

b. Angka 6 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438).

c. Angka 7, 14, 15, 16, 17, 79,20,22,24,26,29,32, 48 dihapus.
d. Angka 12 diubah menjadi "Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009

tentang Perlindungan ahan pertanian Berkelanjutan (t embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 149 iambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 506g) sebagaimana telah
diubah dengan undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 lentang cipta
Ke4'a (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomir 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)".



e. Angka 13 diubah menjadi "Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebaga,imana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).

f. Angka 17 diubah menjadi "Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentarig Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573)

C. Angka 33 diubah menjadi "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor B0
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Talrun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor
rs7Y.

h. Angka 39 Tahun 20 19 diubah menjadi Tahun 20 18.

i. Angka 40 kata "tentang" menggunal<an huruf kecil semua, dan Nomor
1891 dtubeh meflJadi Nomor 868.

j. Tambahkan Peraturan Daerah Provinsi l,ampung Nomor 1 Tahun 2010
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009
sampai dengan Tahun 2029 (I.embaran Daerah Provinsi Lampung
Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan kmbaran Daerah Provinsi Lampung
Nomor 346) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 (l,embaran Daerah Provinsi
Lampung Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan kmbaran Daerah Provinsi
l,ampung Nomor 12).

Urutan dasar hukum
undangan.

agar disesuaikan dengan hirarki perundang-

4. Diktum Menetapkan diubah menjadi :

MenetapKan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2O2I- 2026.

5. Batang Tirbuh Raperda :

a. Pasal 2 diubah menjadi :

Pasal 2

(1) RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Bupati
yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan
pembangunan Daerah dan keuangal Daerah, serta program
Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai
dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu
5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RTRW
Provinsi Lampung, RPJPD provinsi Lampung, RPJMD provinsi
l,ampung, RTRW Ihbupaten Way Kanan, RpJpD Kabupaten Way
Kanan, RPJPN, dan RPJMN.

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman
dalam Penyusunan RKpD, Rencana strategis perangkat Dalrah dan
Rencana Kerja Perangkat Daerah.

b. Pasa-l 3 diubah menjadi :



Pasal 3

(1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disajikan dengan
sistematika selagai berikut:

BAB I : Pendahuluan
BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
BAB III : Gambaran Umum Keuangan Daerah
BAB IV : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah
BAI! V : Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
BAB VI :Strategi, Arah Kebljakan, dan Program Pembangunan

Daerah
BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program

Perangkat Daerah
BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
BAB IX : Penutup

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peratufrin Daefah tfli.

c. Pasal 4 disempurnakan menjadi :

Pasal 4

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman dalam
penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat
Daerah.

d. Bab V Partisipasi Masyaralat dan Pasal 9 dihapus.

e. Dengan dihapusnya Bab V Pasal 9 urutan Bab dan Pasal selanjutnya
menyesuaikan.

f. Pasal 1l diubah menjadi Pasal 10 :

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam irmbaran ilaerah
Kabupaten Way Kanan.

Penjelasan :

Penulisan judul penjelasan, agar disesuaikan dengan koreksi judul pada
Rancangan Peraturan Daerah.

Lampiran Rancangan Peraturan Daerah :

a. Pada pojok kanan halaman pertama Bab I tambahkan :

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

NOMOR .....TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN
2021-2A26

b. Dasar Hukum penyusunan RPJMD cgar disesuaikan dengan diktum
mengingat batang tubuh koreksi Raperda.

c. Diakhir lampiran, Bab IX halaman IX-5, agar diberi kolom untuk
tandatangen Bupatl

6
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II SISTEMATIKA DOKI'UEN RPJMD

Berdasarkan hasil pengujian terhadap tindallanjut hasil Konsultasi RPJMD,
sistematika Dokumen RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 202l-2026 perltt
dilakukarr penyempurilaan batk penggunaan llomenklatur, perlataan alarl
penambahan Sub Bab, serta penambahan dan penyesuaian format Tabel
sebagai substansi wajib sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2Ol7 pada Bagian C.2 Penyajian Dokumen RPJMD halaman
365 sampai dengan 383, sebagai berikut :

1. Sinkronkan seluruh nomenklatur Sub Bab dan penomoran halamal pada
Daftar Isi, Daftar Tabel dan Daftar Gambar dengan Isi Dokumen. Sebagai
contoh pada Daftar Isi Sub E,ab 2.4 Aspek Daya Saing Daerah halaman
II-187, akan tetapi pada Isi Dokumen halaman II-187 adalah Sub Bab 2.5
Staldar Pelayanan Minimal. Tabel III-8 Defisit Riil Anggaran Tahun 2016-
2O2O pada Daft.ar Tabel halaman III-25, sedangkan pada Isi Dokumerr
halaman III-23.

2. Sistematika Bab I :

Sesuaikan nomenklatur Sub Bab 1.5 menjadi 1.5 Sistematika Penulisan;

3. Sistematika Bab III :

a. Tambahkan Tabel Format T-C.7 Realisasi Sisa lebih Perhitungan
Anggaran.

b. Nomenklatur Tabel III.10 diubah menjadi Tabel III.10 Proyeksi
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan tambahkan Kolom
Pertumbuhan sesuai Format Tabel T-C.8.

c. Tambahkan Sub Bab 3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan.
d. Tambahkan Tabel Format T-C.9 Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan

Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah dan Tabel Format
T-C.B Rencana Penggunaan Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan
Daerah.

4. Sistematika Bab V, hapus Sub Bab 5.1.1 sampai dengan Sub Bab 5.1.3
dan sajikan Sub Bab 5.1 Misi sebagai satu kesatuan substansi yang
diawali narasi Visi, Misi dan Arah Kebijakan RPJPD Tahun 2005-2025,
dilanjutlan dengan narasi Visi pembangunan Kabupaten Way Kanan
Tahun 202l-2026.

5. Sistematika Bab VI, agar diubah format Tabel VI.3 Program Pembangunan
Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-
2026 sesuai Tabel Format T-C. 14.

III. KETERKAITAN DAI{ KOITSITEITSI

1. Guna menjaga keberlanjutan perenc€rnaan pembangunan daerah, dalam
Perumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan serta
Program RPJMD Kabupaten Way Kanan 202l-2026 agar disusun dalam
kerangka implementasi 19 Arah Kebijakan dan Sasaran pokok 5 tahun ke-
4 yang digariskan RPJPD sebagaimana lampiran peraturan Daerah Nomor
4 Tahun 2009 tentang RPJPD Kabupaten Way Kanan Tahun 2005-2025.

2- Dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata
Ruang wilayah Kabupaten way Kanan Tahun 2011-2031 telah ditetapkan
indikasi Program Perwujudan struktur Ruang, program perwujudan pola
Ruang, dan Program Peru'ujudan Kawasan Strategis. Agar dapai dipetakan
indikasi program-program tersebut (yang pelaks*"rrrny" pada'periode
Tahun 2021 sampai ,dengan 20261 terhadap ,ro-".rkuli.,. piogram
sebagaimana Kepmendagri o5o-370g rahun 2020 untuk kemudian
diintegrasikan dalam RpJMD Kabupaten way Kanan Tat.un 202r-2026
serta dapat dipastikan imprementasinya oreh pirangkat Daerah tert<ait.



3. Integrasikan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD
yang sudah divalidasi dalam substansi RPJMD Kabupaten Way Kanan
Tahun 202l-2026 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 Tabel T-B.34 halaman 307 sampai dengan 319. Rekomendasi Kajian
KLHS RPJMD agar diimplementasikan melalui Program Perangkat Daerah
dalam RPJMD serta diampu oleh Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana
Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

IV. SUBSTANSI RP.'MD

Berdasarkan hasil pengujian terhadap tindaklanjut hasil Konsultasi RPJMD,
substansi Dokumen RPJMD Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 perht
dilakukan penyempurnaan, sebagai berikut :

1. BAB I PENDAITULUAN
a. Pada Gambar 1.1 Tahapan Pembangunan dan Arah Kebijakan RPJPD

2OO5-2O25, yang di highlight adalah tahap RPJMD Ke-3 (2016-202ll,
agar diubah menjadi tahap RPJMD ke-4.

b. Sub Bab 1.2 Dasar Hukum, menyesuaikan hasil koreksi Raperda
c. Sub Bab 1.3 Hubungan Aritar Dokumen :

1) Tambahkan Tabel sandingan antara 7 Prioritas Nasional dalam
RPJMD dengan Arahan Kebijakan untuk RPJMD Kabupaten Way
Kanan Tahun 202l-2026.

2) Tambahkan Sub 1.3.2 Hubungan RPJMD Kabupaten Way Kanan
dengan RPJMD Provinsi l^ampung Tahun 2O19-2A24 dan sajikan
Tabel sandingan Agenda Ke{a Utama Provinsi Lampung, yang
disesuaikan dengan Kewenangan Kabupaten Way Kanan, dengan
Agenda Keda Utama yang mendukung.

3) Tambahkan 1.3.6 Hubungan RPJMD Kabupaten Way Kanan dengan
Dokumen Perencanaan Lainnya, substansi yang disajikan berupa
penjelasan bahwa penyusunan RPJMD Kabupaten Way Kanan
Tahun 2021-2026 juga memperhatikan dan sinergi dengan
dokumen perencanaan pembangunan sektoral Dokumen SDGs,
Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK), Grand Design
Reformasi Birokrasi, RAD Pangan dan Gizi, Strategi Penanggulangan
Kemiskinan Daerah (SKPD), RPJMD Kabupaten berbatasan, RAD
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dan dokumen perencana:rn
sektoral lainnya.

2. B,AB II GAIiBANAI{ Uif,Ulf; I{OIIDISI DADNAH

a. kngkapi data yang disajikan dalam Bab II baik pada Tabel maupun
Gambar/GraIik capaian tahun 2016 sampai dengan 2020. Sejumlah
Tabel dan Gambar masih meny4iikan data hingga tahun 2019 bahkan
pada Fokus Urusan Layanan Wajib Pendidikan dan pekery'aan Umum
data capaian yang disajikan hingga tahun 2015 atau diambil dari
RPJMD Kabupaten Way Kanan periode sebelumnya.

b. Perbaiki penulisan sumber data pada setiap Tabel, GraJik dan Gambar.
Tidak terbatas pada Taber II.34 Jumrah cakupan Desa Siaga Aktif
Tahun 2016-2020 yang meny4jikan data hingga tahun 2020, akan
tetapi sumber data disebutkan profil Dinas Kesehatan Kabupaten way
Kanan Tahun 2019.

c. Pada Tabel II.55 panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten
way Kanan agar dilengkapi dengan data persentase dan tambahkan
kolom tahun 2020.



d. Tambahkan Tabel yang menyajikan data tahun 2016-2O2O :

1) potensi Energi Baru Terbarukan Kabupaten Way Kanan pada Sub
Bab 2.3.3.3 Energi dan Sumber Daya Mineral, sesuai dengan
kebijakan pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan pada
RTRW Kabupaten Way Kanan.

2) jumlah rumah tangga bersanitasi, persentase penduduk yang
memiliki akses terhadap air minum layak dan atau aman,
persentase penduduk yang memiliki akses terhadap sanitasi layak
dan atau aman di Kabupaten Way Kanan pada Sub Bab 2.3.1.3
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, capaian limbah,
drainase dan persampahan berdasarkan data dari anggota
Kelompok Kerja Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi
di daerah.

3) penangganan kawasan kumuh pada Sub Bab 2.3.1.3.6 Lingkungan
Permukiman Kumuh.

4) perkembangan jumlah RTLH dan penanganan yang telah dilakukan
pada Sub Bab 2.3.1.3.7 Rumah l,ayak Huni.

5) jumlah tenaga kerja konstruksi berserlifikat sebagaimana amanat
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
dalam upaya peningkatan kualitas SDM bidang konstruksi;

6) rasio Penduduk ber-KTP per satuan penduduk dan Rasio Bayi ber-
Akte Kelahiran pada 2.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan
Catatan Sipil.

7) data pendukung penetapan permasalahan pembangunan pada Sub
Bab 4.1 Permasalahan Pembangunan, antara lain tidak terbatas :

Data Stunting, Data ruang kelas dalam kondisi baik beserta
sebaran lokasinya dan jumlah guru, Rasio Ketersediaan Sekolah
terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar/Pendidikan
Menengah, Jumlah guru SD/SMP yang bersertifikat pendidik,
Angka Melanjutkan SMA ke Perguruan Tinggr, dan Persentase guru
SD/SMP dengan kualifikasi minimal S1/D4.

e. Pada Sub Bab 2.5 Stradar Pelayanan Minimal, agar dilengkapi data
capaian SPM Kabupaten Way Kanan yang disajikan pada Tabel IL112
sampai dengan Tabel 1.18 menjadi data capaian tahun 2016-2020, dan
sesuaikan indikator SPM yang disajikan dengan 5 (lima) Peraturan
Menteri terkait tentang Standar Teknis SPM.

f. Sinkronkan data yang disajikan dalam setiap Tabel pada Bab II, tidak
terbatas pada Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni, pada Tabel
2.54 capaian tahun 2018 sebesar 75 persen dan tahun 2019 kosong
atau data tidak tersedia, sedangkan pada Tabel 2.22 capatan tahui
2018 sebesar 98,83 persen dan tahun 2Ol9 pada Tabel 2.54 kosong,
akan tetapi pada Tabel 2.54 sebesar 99,93 persen.

3. BAB III GAMBARAIY KEUAITGAI{ DAERAH
a. Lengkapi data pada Tabel III-9 Komposisi penutup Defisit Rill

Anggaran, baris Penerimaan pinjaman Daerah kosong dari tahun 2016-2020 sed.itilgkall pade pada Tabel III-1 Retzi-r;ta pertiiri4buhan
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah rahun 2016-2020, terdapat
realisasi Penerimaan pinjaman Daerah sebesar Rp. 99. 163.5 1 0.000;00
pada Tahun 2018.

b' Tambahkan Taber perhitungan kebutuhan pendanaan dalam pecapaian
sPM sesuai dengan pasal g dan pasar d peraturan rurerrtJ"t-bar"m
Negeri Nomor 100 Tahun 20rg tentang Standar eeuyatran rrinimat.



4. BAB IV PER"IIIASALAIIAN DAIT ISU STRATEGIS DAERAH

a. Dalam menetapkan Permasalahan Pembangunan yang disajikan pada
Sub Bab 4.1 Permasalahan Pembangunan agar berdasarkan data dan
fakta yang disajikan pada Bab II sehingga tercipta sinkronlsasi ahtar
Bab dalam dokumen RPJMD.

b. Sinkronkan rumusan dan pengelompokan Permasalahan
Pembangunan, antara lain tidak terbatas pada :

1) Permasalahan Bidang Sosial, masih rendahnya penanganan kasus-
kasus kekerasan anak dan perempuan, yang seharusnya menjadi
permasalahan pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak. Perbaiki dan munculkan data pendukung
terkait kasus kekerasan anak dan perempuan pada Bab II sehingga
terdapat keselarasan antar Bab.

2) Permasalahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung,
belum optimalnya penggunaan basis sata terpadu dalam upaya
penanggulangan kemiskinan, yang seharusnya menjadi
permasalahan Bidang Sosial. Selain itu penggunaan istilah Basis
Data Terpadu telah diubah dengan Data Terpadu Kesejahteraan
Sosial (DTKS).

5. BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAXAIT DAN PROGRAITI PEMBANGUNAN
DAERAII

a. Pada Sub Bab 6.2 Arah Kebijakan disajikan narasi dan tabel terkait
arah kebijakan pembangunan Kabupaten Way Kanan sebanyak 160
halaman, agar dirumuskan kembali Sub Bab 6.2 ini secara efektif dan
efisien, dengan :

1) Narasi pada halaman VI-38 sampai dengan VI-102 dalam format
Tabel sandingan;

2) Pada Tabel 6.2 Arah Kebijakan tambahkan kolom tahun 2026 dan
gabungkan kolom yang menyajikan arah kebijakan yang sama pada
setiap tahun;

b. Pada Tabel 6.3 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu
Indikatif Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 disajikan Program
Pembangunan yang dirinci setiap Strategi Pembangunan, agar
disesuaikan dengan Format Tabel T-C.14 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Substansi Tabel adalah Program
Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif yang dikelompokkan
per Sasaran Pembangunan.

c. Dalam perumusan Program agar fokus pada pemenuhan Standar
Pelayanan Minimal (SPM) yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib
yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Dan
sebagai kelanjutan dari penyajian substansi Standar pelayanan
Minimal dalam dokumen RPJMD, tambahkan labeling pada program
yang berkaitan dengan pemenuhan Standar pela5ranan Minimal
sebagaimana masukan pada saat Konsultasi Rancangan Awal RpJMD.

6. BAB VII NTRANGNA PEI{DANAAI{ PEMBAITGT'ITAI{ DAIY PROGRAM
PERAI{GKAT DAERAII
a. Rumuskan kemba_li penetapan Indikator program pada Tabel 7.2

Indikasi Rencana program prioritas yang aisreitai Kebutuhan
Pendanaan Kabupaten way Kanan Tahun 2o2r-2026. Sejumlah
$ogram mengampu banyak Indikator Kine4.a seperti piogram
Pengelolaan Pendidikan dengan 50 Indikator Kinerja. Indikator program
yang banyak akan menimbulkan kesuttan untuk mengukur tingkat
pencapaiaa kinerja pada saat evaluasi, agar dilalukan peiyederhanaan
Indikator Program.



b. Agar dilakukan sinkronisasi pagu seluruh Program pada Tabel 7.2
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan
Pendanaan Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 dengxr Tabel 6.3
Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten
Way Kanan Tahun 2021-2026, antara lain tidak terbatas pada Program
Penyelenggaraan Jalan.

7. BAB VIII KIITER^IA PEITTELE1TGGARAAT PEMERINTNI DAERAII

a. Substansi Standar Pelayanan Minimal dalam dokumen RPJMD,
tambahkan labeling pada Indikator Kinerja (IKU dan IKD) yang
berkaitan dengan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal
sebagaimana masukan pada saat Konsultasi Rancangan Awal RPJMD.

b. Sinkronkan indikator kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahaa
Rakyat pada Tabel 8.2 Penetapan Indikator Kineqja Daerah dengan
Indikator Kine4'a Provinsi la.mpung, meliputi :

1) Persentase Penduduk Yalg Memiliki Akses Aman Terhadap Air
Minum l,ayak dan atau Aman

2) Persentase Penduduk Yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak
dan atau aman.

3) Jumlah Kawasal Kumuh.
4) Rumah Tidak Layak Huni.

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJI'ITAIDT


